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 Abstrak : Perjanjian sewa beli merupakan gabungan antara sewa-
menyewa dengan jual beli. Artinya bahwa barang yang menjadi objek 
sewa beli akan menjadi milik penyewa beli (pembeli) apabila telah 
melunasi harga barang yang telah disepakati. Akan tetapi bila pihak 
penyewa beli tidak mampu untuk melunasi barang yang menjadi objek 
sewa beli maka barang tersebut akan ditarik kembali oleh pihak 
penjual sewa. Persoalan inilah yang merugikan pihak penyewa beli, 
karena pihak penyewa beli di dalam kontrak sewa beli, kedudukannya 
sangat rendah. Di dalam praktek sering kali barang yang menjadi objek 
sewa beli ditarik secara sepihak oleh pihak penjual apabila pembeli 
sewa tidak bisa untuk melunasi ansuran harga barang tersebut, 
padahal mereka telah membayar sebagian harga barang tersebut. 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka, menurut teori hukum 
apabila debitur tidak bisa membayar angsuran maka debitur atau 
penyewa beli diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut oleh 
pihak kreditur. Bukan semena-mena langsung menarik barang yang 
menjadi objek sewa beli. 
Kata Kunci : Kontrak, Sewa Beli 
  
 PENDAHULUAN  
  Munculnya kontrak sewa beli pertama kali adalah untuk 
menjembatani antara pembeli dan penjual dimana, pembeli ingin 
membeli suatu barang tetapi belum mempunyai cukup dana untuk 
membeli secara tunai atau kontan, sehingga untuk memenuhi harapan 
pembeli inilah maka muncul perjanjian atau kesepakatan antara 
pembeli dan penjual. Hal lain juga, yang memunculkan adanya kontrak 
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sewa beli adalah karena adanya  persoalan bagaimanakah caranya 
memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual mempunyai stok barang 
yang banyak, tetapi calon pembeli atau konsumen tidak mampu untuk 
membayar harga barang secara tunai. Sehingga untuk memperlancar 
penjualan maka muncul kontrak sewa beli.  
  Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu secara cicil 
atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya, 
sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh si pembeli 
(Soebekti, 1986:34). 
  Kesimpulannya bahwa kontrak sewa beli utama, lahir karena 
pasaran hasil industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat 
kurang. Atau dengan kata lain bahwa produksi semakin banyak 
sementara kemampuan atau daya beli konsumen untuk membeli 
kurang.  
   Peraturan perundang-undangan juga turut melatarbelakangi 
lahirnya kontrak sewa beli, dikarenakan adanya asas kebebasan 
berkontrak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya . kebebasan 
berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk 
secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, 
di antaranya:  
1. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian 
atau tidak; 
2. Bebas dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;  
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3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; 
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; 
5. Kebebasan-kebebasan lainnya tidak yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.(Ahmadi Miru, 2007:4) 
 Asas kebebasan berkontrak inilah yang dalam pelaksanaan 
kontrak sewa beli memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk 
mengembangkan usaha atau bisnisnya dengan cara sewa beli. Karena 
dengan cara ini dapat lebih meringankan konsumen memenuhi 
kebutuhannya untuk memiliki suatu barang yang diinginkan, hanya 
dengan uang muka atau tanpa uang muka. Sebab dengan 
menggunakan konstruksi jual beli biasa pihak konsumen tidak 
mempunyai kemampuan untuk itu., sehingga membuat barang-barang 
pengusaha tidak laku. Ini karena kondisi sosial ekonomi masyarakat 
yang rendah dan tidak mempunyai banyak uang kontan. 
   Dari pemaparan di atas permasalahan yang diangkat adalah :” 
bagaimana bila terjadi persoalan atau masalah dalam 
pelaksanaan kontrak sewa beli “.  
 
 PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian  dan Dasar Hukum Kontrak Sewa Beli 
  Istilah perjanjian sewa beli berasal dari kata huurkoop (Belanda) 
atau Purchase (bahasa Inggris). Para ahli berbeda pandangan tentang 
defenisi atau pengertian sewa beli. Dari berbagai pandangan itu, dapat 
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dibagi menjadi 3 (tiga) macam defenisi, yang membahas tentang sewa 
beli, yaitu : 
1. defenisi pertama, sewa beli adalah sama dengan jual beli angsuran 
2. defenisi kedua, sewa beli adalah sama dengan sewa-menyewa 
3. defenisi ketiga, sewa beli adalah sama dengan jual beli. 
  Defenisi pertama, Dalam Artikel 1576 h Buku IV NBW, bahwa 
huurkoop atau sewa beli adalah “Jual beli dengan angsuran di mana 
para pihak yang sepakat, bahwa barang yang dijual tidak langsung 
menjadi milik si pembeli dengan penyerahan barangnya.” 
  Dalam defenisi ini, sewa beli dikonstruksikan sebagai: 
1. jual beli dengan angsuran 
2. objek sewa tidak langsung menjadi milik 
3. pemilikan barang setelah pembayaran berakhir. 
  Dalam pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan 
Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli, Jual Beli 
dengan Angsuran, dan Sewa (renting) disebutkan pengertian sewa 
beli. Pengertiannya adalah : “Jual beli barang di mana penjual 
melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan 
setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan 
atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu 
perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual 
kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada 
penjual.’ 
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  Dari kedua pengertian diatas sama-sama menentukan bahwa 
peralihan hak milik setelah pelunasan berakhir, yang dilakukan oleh 
pembeli. 
  Defenisi kedua, dapat dilihat dalam ketentuan Hire Purcase act 
1965 dan pendapat Wirjono Prodjodikoro. Beliau berpendapat bahwa 
sewa beli adalah: 
 Pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, 
dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi milik, melinkan 
pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah 
sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi 
pembeli, yaitu barangnya menjadi milik.” (wirjono Prodjodikoro, 
1981:65) 
  Dari defenisi kedua ini diartikan sewa beli sama dengan sewa-
menyewa barang, dimana si pembeli hanya memakai belaka, sampai 
uang sewa dibayar berjumlah uang yang sama dengan harga 
pembelian, maka si penyewa beralih menjadi si pembeli. 
  Defenisi ketiga, adalah bahwa sewa beli merupakan campuran 
jual beli dan sewa-menyewa. Pandangan ini dikemukakan oleh 
Soebekti. Soebekti berpendapat bahwa sewa beli adalah : 
“sebenarnya satu macam jual beli, stidak-tidaknya mendekati jual beli 
daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran 
keduanya dan kontraknya diberi judul sewa-menyewa.” (Seobekti, 
1984:33) 
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  Dari ketiga defenisi di atas, baik dalam undang-undang maupun 
pendapat para ahli melihat sewa beli dalam konstrukis yuridis  berbeda 
antara satu dengan yang lain, sehingga pandangan ini perlu dilengkapi 
dan disempurnakan.  
  Menurut hemat penulis, dari ketiga defenisi di atas, penulis 
sependapat dengan Soebekti. Karena sewa beli merupakan gabungan 
antara sewa-menyewa dan jual beli. Artinya bahwa barang yang 
menjadi objek dalam sewa beli apabila pembeli tidak mampu untuk 
membayar uang sewa maka barang tersebut bisa ditarik kembali oleh 
penjual sewa. Akan tetapi bila harga barang tersebut telah lunas maka 
barang itu menjadi objek jual beli dan barang itu menjadi milik pembeli 
atau konsumen. 
  Pengaturan sewa beli di Indonesia belum dituangkan dalam 
bentuk undang-undang. Di Indonesia, yang menjadi landasan hukum 
perjanjian sewa beli adalah: 
1. Yurisprodensi MA tanggal 16 Desember 1957 dalam perkara NV 
Handelsmaatchappij L Auto (penggugat) melawan Yordan 
(tergugat); 
2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/Kp/II/80 
tentang perizinan sewa beli, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa. 
 Aturan inilah yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam 
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 Konsep Teoretis Sewa Beli Dalam Sistem Hukum 
  Konstruksi hukum tentang sewa beli dalam sistem common law 
dan civil law terdapat perbedaan yang paling mendasar. Hal ini dapat 
dilihat dari penelitian Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H. Ia mengatakan 
ahwa dalam: 
1. sistem hukum common law menunjukan bahwa sewa beli adalah 
perjanjian sewa-menyewa. Dalam sistem hukum common law tidak 
pernah mengkonstruksikan sewa beli sebagai perjanjian jual beli 
sehingga hak milik tetap ada pada penjual. Perjanjian sewa beli 
dikonstruksikan sebagai perjanjian sewa-menyewa dengan hak 
opsi untuk membeli pada akhir sewa. Oleh karena itu, 
konsekuensinya bahwa harga sewa tidak sama dengan harga jual 
objek perjanjian ditambah bunga. 
2. Sistem hukum civil law, sewa beli dikonstruksikan sebagai 
perjanjian jual beli, di mana uang angsuran dianggap sebagai 
angsuran atas harga jual dan pada akhir pembayaran hak milik 
langsung beralih ke tangan pembeli tanpa adanya perbuatan 
hukum tetentu.(Sri Gambir Melati Hatta, 2000:336) 
  Apabila dikaji maka sewa beli pada sistem hukum common law, 
seperti yang dikemukakan diatas , maka sewa beli disamakan dengan 
leasing, sebagaimana yang di kenal di Amerika Serikat, karena adanya 
hak opsi. 
  Sri Gambir Melati Hatta juga menampilkan pandangan 
masyarakat dan hakim tentang perjanjian sewa beli : 
1. Pandangan masyarakat tentang sewa beli 
TINJAUAN YURIDIS) 
TERHADAP KONTRAK SEWA BELI 
72 
 
Harry A. Tuhumury 
Ada dua pandangan masyarakat tentang sewa beli, yaitu : 
a) Sewa beli sebagai perjanjian sewa-menyewa sehingga hak 
milik tetap kredit, dan 
b) Sewa beli sebagai jual beli. 
  Alasan pertama adalah apabila pembeli wanprestasi uang yang 
sudah dibayarkan dianggap sebagai uang sewa atau pengganti 
kerugian pemakaian barang yang disewa, sehingga pembayaran 
tersebut harus diperhitungkan. Alasan kedua adalah bahwa sewa 
beli sebagai perjanjian jual beli, karena apabila penyewa beli 
wanprestasi uang angsuran diperhitungkan. 
2. Pandangan hakim. 
Pandangan awal hakim terhadap sewa beli adalah sebagai 
perjanjian sewa-menyewa dan jual beli. Namun kemudian putusan-
putasan pengadilan cendrung menganggap sewa beli sebagai 
perjanjian jual beli yang peralihan haknya ditunda sampai 
pembayaran terakhir dari seluruh harga dipenuhi. 
  Jadi pada prinsipnya sewa beli merupakan gabungan dari sewa-
menyewa dan jual beli, karena pada masa akhir angsuran pembeli 
sewa sebagai pemilik barang tersebut. 
 
Subjek dan Objek Perjanjian Sewa beli 
 Subjek dalam perjanjian sewa beli adalah kreditur (penjual sewa 
beli) dan debitur (penyewa beli). Yang dapat bertindak sebagai kreditur  
adalah perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi barang 
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sendiri atau perorangan yang mempunyai usaha jual beli barang. 
Debitur adalah orang atau perusahaan yang membeli barang dengan 
sistem sewa beli. 
 Objek dalam perjanjian sewa beli adalah, kendaraan bermotor, 
barang elektronik dan lain-lain. Sedangkan dalam Stb. 1974 Nomor 85, 
mulai sejak tanggal 13 Maret 1974, yang dapat menjadi objek sewa 
beli adalah semua benda tidak bergerak.  
 
 Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Yang Muncul Dalam 
Pelaksanaan Kontrak Sewa Beli. 
  Pada dasarnya para pihak yang telah melakukan perjanjian harus 
melaksanakan isi kontrak yang telah disepakatinya, walaupun dalam 
kenyataannya banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan 
kontrak sewa beli. Persoalan yang sangat menonjol dalam 
pelaksanaan kontrak sewa beli adalah penarikan secara paksa objek 
sewa beli (barang) dari tangan penyewe beli oleh penjual sewa. 
Penarikan objek beli sewa, pada umumnya terjadi pada kendaraan 
roda dua dan roda empat yang dilakukan oleh pihak penjual sewa 
dengan menggunakan oknum-oknum kepolisian atau tentara. Maka 
dengan terpaksa pihak penyewa beli menyerahkan barang yang 
diperjanjikan itu kepada oknum yang bersangkutan, padahal pihak 
penyewa beli sudah membayar sebagian dari bunga beserta harga 
barang yang menjadi objek sewa beli itu, 
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  Dengan demikian, yang menderita kerugian adalah penyewa beli 
sendiri. Hal ini dikarenakan posisi pihak penyewa beli  yang tidak 
diuntungkan dalam kontrak sewa beli.  
  Dalam praktik di Indonesia, bentuk perjanjian dibuat dalam 
bentuk tertulis. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk perjanjian di 
bawah tangan. Artinya, perjanjian itu hanya ditandatangani oleh pihak 
dalam perjanjian sewa beli, di sini posisi pembeli sewa lemah karena: 
1. kontraknya dibuat secara sepihak oleh penjual sewa; 
2. yang menentukan segala isi kontrak tersebut adalah penjual sewa; 
3. penyewa beli diminta untuk membaca dan menandatangani kontrak 
tersebut. 
  Di dalam praktek pihak penyewa beli tidak ada keberanian untuk 
mengubah isi dan persyaratan yang ditentukan oleh penjual sewa, 
karena penyewa beli berada pada pihak yang lemah dari aspek 
ekonomi. Mereka tidak mempunyai uang kontan untuk membayar. 
Sehingga isi dan persyaratan kontrak baru dipersoalkan oleh penyewa 
beli pada saat ia tidak mampu membayar angsuran, bunga dan denda.  
  Ada 8 (delapan) hal yang tercantum dalam substansi kontrak 
sewa beli, yaitu sebagai berikut: 
1. Identitas subjek hukum 
Yang menjadi subjek dalam perjanjian jual beli sewa ini adalah 
pihak penjual sewa dan penyewa beli. 
2. Status objek sewa beli 
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Objek jual sewa beli ini masih dimiliki oleh penjual sewa. Status 
barang itu baru beralih setelah pelunasan terakhir oleh penyewa 
beli. 
3. Levering barang 
Barang yang diserahkan oleh penjual sewa dalam kondisi baik, dan 
resiko tentang musnahnya barang berada pada penyewa beli. 
4. Sistem pembayaran 
Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran. Namun, pihak 
penjual sewa menetapkan adanya uang muka. 
5. Denda dan penagihan 
Denda ini baru dibebankan kepada pembeli sewa apabila terjadi 
keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan dendanya 
ditetapkan 0,5% perhari dari besarnya angsuran. 
6. Tanggung jawab dan larangan bagi penyewa beli  
Di dalam ketentuan itu ditentukan tentang tanggung jawab dan 
larangan bagi pembeli sewa. Tanggung jawab penyewa beli 
adalah: 
1. pemeliharaan dan keutuhan kondisi barang yang belum 
dilunasi 
2. menanggung yang timbul karena pemakaian barang, seperti 
pajak, servis, dll. 
3. biaya kerusakan dan kehilangan barang. Bagi penyewa beli 
dilarang untuk menjual, menggadaikan, 
memindahalamatkan atau perbuatan-perbuatan lain yang 
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bertujuan untuk memindahtangankan pemilikan barang-
barang yang diperjanjikan itu  
7. Pembatalan perjanjian 
Pembatalan perjanjian ini ditentukan secara sepihak oleh penjual 
sewa. Apabila pembeli sewa lalai, maka penyewa beli dikatakan 
wanprestasi, tanpa adanya teguran. 
8. Penutup 
Di dalam bagian penutup ini ditentukan bahwa kedua belah pihak 
telah menyetujui isi kontrak sesuai dengan pasal 1320 KUH 
Perdata. 
  Apabila kita lihat substansi kontrak di atas, jelaslah bahwa 
substansi kontrak tersebut sangat merugikan pihak pembeli sewa, 
karena setiap penyewa beli tidak membayar angsuran, maka sejak 
saat itu penyewa beli dikatakan wanprestasi. 
  Dengan demikian, yang menderita kerugian  adalah penyewa beli 
sendiri. Kerugian yang diderita oleh penyewa beli yaitu: 
a) Kerugian atas uang muka 
b) Kerugian atas angsuran setiap bulan yang telah dibayar 
c) Kerugian atas objek beli, yaitu kendaraan roda dua dan roda 
empat. Kendaraan ini ditarik oleh penjual sewa. (Salim H.S., 
dkk., 1995:15) 
 Pada hal dalam teori hukum, apabila debitur lalai dalam membayar 
angsuran harus diberikan somasi kepada debitur atau penyewa beli 
sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila tuguran itu tidak diindahkan, 
maka baru penyewa beli dikenakan wanprestasi. Akan tetapi di dalam 
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praktek sewa beli tidak pernah terjadi seperti yang terdapat dalam tori 
hukum. Dimana apabila pihak penyewa beli belum bisa untuk 
membayar angsuran terhadap barang yang menjadi objek sewa beli 
maka barang tersebut langsung ditarik oleh pihak penjual sewa.  
  Perjanjian  sewa beli ini sangat merugikan pihak penyewa beli. 
Karena penyewa beli kurang mendapat perlindungan hukum. Penyewa 
beli berada pada posisi yang lemah, yang dimanfaatkan oleh pihak 
penjual sewa. Oleh karena itu di harapkan agar perlu dibentuk 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
penyewa beli terahadap kesewenang-wenangan dari penjual sewa, 
sehingga persoalan-persoalan yang terjadi antara penyewa beli dan 
penjual sewa ada jalan keluarnya, di mana pihak-pihak dalam 




1. Kontrak sewa beli terjadi karena permintaan akan barang oleh pihak 
pembeli, sementara pihak pembeli tidak mampu membayar secara 
tunai, atau dengan kata lain permintaan terhadap barang semakin 
besar sedangkan kemampuan untuk membayar kurang. 
2. Kontrak sewa beli ini dilaksanakan untuk meringankan pihak pembeli 
untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan membayar secara 
cicil. 
3. Dalam pelaksanaan/prakteknya, kontrak sewa beli sangat tidak 
menguntungkan bagi pihak penyewa beli. Penyewa beli dalam posisi 
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yang lemah, dikarenakan isi kontrak dalam perjanjian sewa beli dibuat 
oleh penjual sehingga penyewa beli diharuskan untuk 
menandatangani, tanpa ada keharusan untuk merubah isi kontrak 
tersebut, oleh karena dari sudut ekonomi pihak penyewa beli tidak 
mempunyai uang kontan untuk membayar. 
4. Belum ada peraturan perundang-undangan yang bisa untuk 
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